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(10) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua
Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama.

(11) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(12) Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, kctua dan anggota
Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu
Kabupaten /Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

(13) Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali
masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Bagian Kctiga
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1

Bawaslu

Pasal 93
Bawaslu bertugas:

a. menyusun standar tata laksana pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap
tingkatan;

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri
atas:

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

4. pelaksanaan . ..
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pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan
Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemiluy,
yang terdiri atas:

1.

2.

9.

10.

11.

pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih
sementara serta daftar pemilih tetap;

penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD
kabupaten/kota;

penetapan Peserta Pemilu;

pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon,
calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon
anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
hasil Pemilu di TPS;

pergerakan surat suara, berita acara penghitungan
suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari
tingkat TPS sampai ke PPK;

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK,
KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

penetapan hasil Pemilu;

mencegah terjadinya praktik politik uang;

mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas
anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota
Kepolisian Republik Indonesia;

mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri
atas:

1.

putusan DKPP;

2. putusan. ..
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2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran
netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota
Kepolisian Republik Indonesia;

menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara

Pemilu kepada DKPP;

menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada

Gakkumdu;

mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi

arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

mengevaluasi pengawasan Pemilu;
mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 94

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan
pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan
serta pelanggaran Pemilu;

b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing,
memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;

c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pemilu.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu

(3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu
bertugas:

a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran
Pemilu;
b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;

menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu,
dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu,
dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan ’

d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu
bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu;

b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu;

c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;-
dan

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 95

Bawaslu berwenang:

a.

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Pemilu; :
memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administrasi Pemilu;

memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik
uang;

menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan
memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

e. merekomendasikan . . .
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merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan
mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur
sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia,
dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara
berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai
sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak
terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan
pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan
tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
dan Panwaslu LN; ’

mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota
Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
anggota Panwaslu LN; dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Bawaslu berkewajiban:

a.
b.

bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; .

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden
dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik
dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d. mengawasi . . .
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mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan
memperhatikan data kependudukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bawaslu Provinsi

Pasal 97

Bawaslu Provinsi bertugas:

a.

melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi
terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah provinsi, yang terdiri atas:

1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;

2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementara dan daftar pemilih tetap;

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata
cara pencalonan anggota DPRD provinsi;

4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD
provinsi;

5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
hasil Pemilu;

8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;

9. pergerakan . . .
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mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah
mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Bawaslu Provinsi berkewajiban:

a.

b.

bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di
bawahnya; .

menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau
berdasarkan kebutuhan;

menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu
berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya
penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a.

melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah
kabupaten/kota terhadap:

1. pelanggaran . . .
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1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementara dan daftar pemilih tetap;

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata
cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
hasil Pemilu;

7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di
wilayah kerjanya;

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara,
dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS
sampai ke PPK;

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11.proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD
kabupaten/kota; :

mencegah terjadinya praktik politkk uang di wilayah

kabupaten/kota;

mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta

dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini;

mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah

kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. putusan DKPP;

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu;

3. putusan. ..
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3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan-

Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran
netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam
Undang-Undang ini;

mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi

arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
di wilayah kabupaten/kota;

mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 102

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan
pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran
Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing,
memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kabupaten/kota; -

c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan
pemerintah daerah terkait; dan

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

(2) Dalam . . .
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Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas:

a. menyampaikan hasil pengawasan di  wilayah
kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu
Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etk
Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana
Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran
Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di
wilayah kabupaten/kota;

d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administrasi Pemilu; dan
e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas

pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kcpada
Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan
sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di
wilayah kabupaten/kota;

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di
wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum
menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah
kabupaten/kota.

Pasal 103 . ..
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Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

a.

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah
kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan
dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam
Undang-Undang ini;

menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan
memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah
kabupaten/kota; c

merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan
mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota
terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta
dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini;

mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban
Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan
Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan
sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak
terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan
pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah
kabupaten/kota;

membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta
memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan
memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

a.

bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan . ...
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b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di
bawahnya;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu
Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik
dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu
Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan
terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat
kabupaten/kota;

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
secara  berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Panwaslu Kecamatan

Pasal 105
Panwaslu Kecamatan bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah
kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:

1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran
Pemilu di wilayah kecamatan;

2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing,
memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kecamatan;

3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah
daerah terkait;

4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pemilu di wilayah kecamatan;

5. menyampaikan . . .



Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Wawancara Observasi Bersama Bapak M. Hidayaturrahman, SE

( Staff Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Banjarmasin )

Dokumentasi Wawancara Observasi Bersama Ibu Citra Aulia, S.1.Kom

( Staff Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kota Banjarmasin )
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Lampiran 3 : Surat Ketetapan Pembimbing Skripsi

&

UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1760 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;

5. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya limiah;

7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan s

Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi
an.:

Nama : Maulida Rahmah

NIM : 200102030119

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Judul : Peran Bawaslu Kota Banjarmasin dalam Proses Penyelesaian Sengketa
Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2019

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari
Banjarmasin Tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan
diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

Ditetapkan di : Banjarmasin
o : 23 November 2023

O

YY) —

Kd Map: 36
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Lampiran 4 : Surat Ketetapan Ujian Proposal

UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1409 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi
mahacicwn

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya limiah;

7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. sebagai Penguiji | dan
Penguiji Il pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Maulida Rahmah
NIM : 200102030119
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Judul : Peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam Proses Penyelesaian
Sengketa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun
2019 dalam Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus Bawaslu Kota
Kedua - Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Sabtu, 23/09/2023
Waktu . 08.30-09.30
Tempat : Ruang Munagqasyah |
Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinyai.
ndi : Banjarmasin
: 9 September 2023
%6‘__—
Kd Map: 36
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Lampiran 5 : Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini  Sabtu, 23/09/2023 pukul 061’0 sd. .93:30 bertempat di Ruang Munaqgasyah |
Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama * Maulida Rahmah

NIM ;200102030119

Tempat, Tgl. Lahii:  Banjarmasin, 30 Mei 2002

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Judul . "Peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam Proses Penyelesaian
Sengketa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun
2019 dalam Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus Bawaslu Kota
Raniarmasin\"

Dengan susunan tim penguiji sebagai berikut:

1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguiji 1)
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. (Penguiji 1)
Hasil sidang tim penguiji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
2. Diterima dengan perbaikan

3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

(o Gy Cubals

|__|4. Ditolak dan disarankan:

No/] Nama Penguji Sebagai Tanda Tangan
4.
1.|Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. Penguiji | / ﬁ:g
L
2.Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. Penguii Il /

Kode Map: 36



Lampiran 6 : Surat 1zin Riset

/\ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

7.>) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

UIN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

A Telepon (0511) 3265783 o

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id /z-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

5 Desember 2023

ANTASAR]

Nomor  : B- 5741 /Un.14/111.2/TL.00/12/2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal  : Permohonan Izin Riset
Kepada Yth.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :
Nama : MAULIDA RAHMAH
NIM 1200102030119
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Komp. Griya Utama Trikora 9 RT.034 RW.005 Kec.

Landasan Ulin Kota. Banjarbaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari
tanggal 6 Desember 2023 s/d 6 Februari 2024 dengan judul:

Peran Bawaslu Kota Banjarmasin Dalam Proses Penyelesaian Sengketa
Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2019

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Sholihin, S.Ag., M.A
112003121001 9)\,
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Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Riset

‘. 4 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

JI. Dharma Praja Ill No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Riset
Nomor 015/KA.00/KS.13/02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Murdianti, S.Sos
NIP 1 19720916 199203 2 009
Jabatan - Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Maulida Rahmah
NIM : 200102030119
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)

Telah selesai melaksanakan riset di Bawaslu Kota Banjarmasin selama 2 (dua)
bulan dari tanggal 6 Desember 2023 — 6 Februari 2024, dengan judul Penelitian “Peran
Bawaslu Kota Banjarmasin Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan
Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2019”.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.




Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

/\ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
o:::. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
\/ FAKULTAS SYARIAH
U I.N Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

! Telp. (0511) 3265783

ANTASARI Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 2277 /Un.14/111.2/PP.00.9/6/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenamya bahwa:"

Nama Maulida Rahmah
NIM - 200102030119
Jurusan - HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 19 Desember 2023
Waktu - 08.30-10.30
Tempat : Ruang Munagasyah |

dengan susunan tim penguiji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
Anggota - Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota - Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

e h

=, /—‘;\R\Qét a Prodi
<eRt Aéiﬂ\ '

e SARIBAN
NUBL oS
NCBLIK O

S
Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip No. : 504
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Lampiran 9 : Sertifikat BTA

109

b

v

UIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 2218/Un.14/111.2/PP.00.9/06 /2024
Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MAULIDA RAHMAH

NIM : 200102030119
Kelahiran Banjarmasin, 30 Mei 2002
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

~ Banjarmasin, 14 Juni 2024
Dekan,

~ éﬁl;u%‘
L

y i‘ﬂ

e

& Dr..Hj; Amelia Rahmaniah, M.H. e
SHUENTP.19710519 199703 2 001
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Lampiran 10 : Sertifikat LKK Komputer

Amat Baik
Amat Baik
Amat Baik

PREDIKAT

immad Haris, M.Kn.

IKAT
¥/Pel/11l / 200102030119/2023
Aplikasi K
NIP. 198611172011011005

J

PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN

SERTII
Tempat dan Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 12 Juni 2023
Or. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

BANJARMASIN, 30/05 /2002

P

Telah Lulus

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
MAULIDA RAHMAH

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel

Microsoft Office Powerpoint

Nomor

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:
Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2023.

i
-]
i
8
<
z
2
a
2
g
§
£
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>
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£
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S S X YAt G Y
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Lampiran 11 : Sertifikat TOEFL

UNIVERSAL
ENGLISH

WITH THE LANGUAGE WE GRASP THE WORLD

CERTIFICATE

Has Achieved The Following Score on
The English Proficiency Test Prediction of TOEFL Test
by Universal English

This is o Certify that

Maulida Rahmah

Registration No,1648/VII/2023 Date of Birth _May 30 2002 Pplace Banjarmasin

Gender _Female  Native Country Indonesia  Native Language Indonesia

Section

Listening Comprehension 48
Structure and Written Expression 49
Reading Comprehension 44

L Total Score 470 )

We Hope This Letter of Explanation Will Be Found Useful Where Necessary.

Scan Here for Verification Director of Universal English

This Certificate is Acceptable

Test Date - Valid Until
19" of August 2023- 18" of August 2025

R
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Lampiran 12 : Surat Keterangan Perolehan SKK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
UIN Telepon (0511) 3265783
TRTACARI e-mail:fasya, tasari.ac.id website:www, fs uin antasari.ac.id
NILAI EKSTRAKURIKULER
Nama : Maulida Rahmah
NIM : 200102030119
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VI (Delapan)
Tahun Akademik 12024/ 2025
NO ASPEK JUMLAH NILAI KETERANGAN
KEGIATAN KEGIATAN KUMULATIF
1. | Aspek Keagamaan 5 30 1. Sertifikat Ma’had Al Jamiah tahap
dan Kebangsaan 11(25)
2. Sertifikat Tes Keterampilan
Keagamaan Oleh LP2M UIN
Antasan 2023 (2)
3. Sertifikat BTA (BacaTulisAl-
Quran)(1)
4. Peserta Workshop Penguatan
Kompetensi Keagamaan Prakus
Mahasiswa Fakultas Syaniah olch
Kolaborasi Lembaga Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Syanah UIN
Antasan 2022 (1)
5. Peserta “SeminarOmline™ tema
“Keistemewaan Bulan Suci
Ramadhan™ olch UKM ASRI
2021(1)
2. | Aspek Akademik 12 18
dan Keilmuan 1. Peserta PBAK UIN Antasan

Banjarmasin 2020 (2)

2. Peserta PBAK Fakultas Syariah
UIN  Antasan  Banjarmasin
2020(1)

3. Peserta PKMTD Fakultas Syariah
2020 (1)

4. Paniua PKMTD Fakultas Syariah
2021(2)

5. Panitia PEMILWA Fakultas
Syariah(2)

6. Peserta Antasari Berdialog yang
diselenggrakan UKM ASRI 2022
2)

7. Peserta dalam “Kegiatan Diskusi
Interaktif” dengan Tema
“Manajemen Aksi dan
Propaganda™ oleh UKM ASRI
2021 (1)

8. Peserta dalam “Kegiatan Diskusi
Interaktif” dengan Tema “Covid-
19 Semakin Eksis, Dunia
Pendidikan Bermetamorfosis™
olehUKM ASRI2021(1)
P K eo

Aal

Diskusi

9. Peser
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website:www.fs.uin.antasari.ac.id

Interaktif' dengan Tema “Pintar
Mendengar, Pandai Berbicara™
oleh UKM ASRI 2021(1)

10. Peserta dialog interaktif dengan
tema “Mural, Ungkapan Sosial
atau Tindak Kriminal? "DEMA
Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin 2021 (1)

. Peserta Studium Generale Fakultas
Syariah UIN Antasari Banjarmasin
dengan Tema “Wajah Penegakan
HAM di Indonesia” yang
disclenggarakan pada tanggal 08
Februari 2021 (1)

12. Peserta Studium General Fakultas
Syariah UIN Antasari Banjarmasin
dengan tema “Hukum dan Ilmu
Hukum” yang diselenggarakan
pada tanggal 02 September 2021
1)

Aspek 6 13 1. Anggota Bidang Peneclitian dan
Keorganisasian dan Pengembangan (Litbang) UKM
Pengabdian ASRI2021-2022 (2)
Masyarakat

2. Panitia In The 6" Borneo
Undergraduade Academic
Forum(BUAF) held by Universitas
IslamNegeri Antasari Banjarmasin
2022 (6)

3. Panitia” Antasari Berdialog” olch
UKM ASRI 2021 (1)

4. PanitiaTraining Legislatif
Mahasiswa dan Seminar
Legislatif oleh SEMA UIN
Antasari Banjarmasin (2)

5. Panitia POSIL (Pekan Olahraga,
Seni dan Ilmiah) oleh DEMA
Fakultas Syariah 2021 (1)

6. Panitia Asri Fair 2022(1)

Aspek ngat Minat 1 2 1.Peserta Latihan Keterampilan
dan Kewirausahaan Komputer Fakultas Syariah tahun
2023 (2)
JUMLAH 24 63

]




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTASSYARIAH
UlN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
el X Telepon (0511)3265783
Aml e-mail: fasya(@uin-antasari.ac.id website:wwiw. fs.uin.antasari.ac.i

Banjarmasin, 11 Juni 2024

Wakil Dekan
Kﬁmahasiswaan dan Kerjasama

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.M, H
NIP.195804061987031001 \f

<P,
R UBLIK

f<B)di Rahmat Hakim, M.HI
"NIP.197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penaschat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang ber kuta
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap

Tempat dan Tanggal Lahir :
: Islam

. Indonesia

: Belum Kawin

: Jalan Guntung Harapan, Komplek: Griya Utama

Agama
Kebangsaan
Status Perkawinan
Alamat

. Nomor Telepon
. Pendidikan

a. SD

b. SMP

c. SMA

. Pengalaman Organisasi

: Maulida Rahmah

Banjarmasin, 30 mei 2002

Trikora 9, Blok: B17, Rt: 034, Rw: 005.
Kelurahan: Guntung Manggis,
Kecamatan: Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

: 0881024341321

: SDN Kelayan Dalam 5 Banjarmasin

(Masuk tahun 2008 — Lulus tahun 2014)

: Mts Siti Mariam Banjarmasin

(Masuk tahun 2014 — Lulus tahun 2017)

: MAN 1 Kota Banjarbaru

(Masuk tahun 2017 — Lulus tahun 2020)

a. Unit Kegiatan Mahasiswa Anak-anak Syariah (UKM ASRI 2021-2022)
b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA FAKULTAS

SYARIAH 2022-2023).

Orang Tua
Nama Ayah
Pekerjaan
Nama Ibu
Pekerjaan
Jumlah Saudara

Muhammad Jumbriansyah

: PNS Pengadilan Tinggi Banjarmasin
. Rosidah

. Guru Honor

01

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Peneliti,

Maulida Rahmah



